DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2024
A. Informasi Berkala
PENANGGUNGJAWAB BENTUK
NO NAMA DOKUMEN RINGKASAN INFORMASI PEMBUATAN WAKTU DAN INFORMASI
INFORMASI TEMPAT YANG TERSEDIA
PEMBUATAN (Softcopy/Hardcopy)
1 |Profil Dinas Badan Pendapatan |Berisi tentang gambaran umum Kasubbag Umum dan Tahun 2022 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
Daerah Perangkat Daerah, Struktur Kepegawaian Pendapatan Daerah
organisasi, Visi Misi, dan Tugas dan
Fungsi.
2 Visi dan Misi Visi dan Misi Badan Pendapatan Kasubbag Umum dan Tahun 2021 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
Daerah tertuang dalam Renstra Kepegawaian Pendapatan Daerah
3 Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Kasubbag Umum dan Tahun 2021 di Sekretariat Soft Copy dan Hard Copy
Pendapatan Daerah sesuai dengan |Kepegawaian Daerah
Peraturan Bupati Luwu Timur NO
90 TAHUN 2021
4 |Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi serta Ruang Kasubbag Umum dan Tahun 2021 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
Lingkup Kegiatan Badan Kepegawaian Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah Sesuai Dengan
Peraturan Bupati Luwu Timur NO
90 TAHUN 2021
5 |SK DINAS Berisi tentang SK PPK, SK PPTK, SK [Kasubag Umum dan Tahun 2023 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
PPK SUB Kegiatan, SK Admin Sirup |[Kepegawaian Pendapatan Daerah
6 |Laporan Harta Kekayaan Pejabat [Berisi tentang laporan harta Kasubag Umum dan Tahun 2022 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
Negara (LHKPN) kekayaan pejabat structural Badan [Kepegawaian Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah Kabupaten
7 |Laporan Akuntabilitas Kinerja  [Dokumen yang berisi gambaran Kasubbag Perencanaan dan [Tahun 2022 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
Instansi Pemerintah (LAKIP) perwujudan akuntabilitas kinerja  [Keuangan Pendapatan Daerah Kerja
instansi pemerintah
8 |Rencana Kerja (RENJA) Rencana Kerja Tahunan Badan Kasubbag Perencanaan dan Tahun 2022 di Badan Soft Copy dan Hard Copy




Pendapatan Daerah yang bersifat
rinci dan operasional yang disusun
sebagai jabaran dari Rencana
Strategis

Keuangan

Pendapatan Daerah

Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Berisi tentang nama kegiatan dan
jumlah anggaran serta narasi
tentang realisasi anggaran yang
telah maupun sedang dijalankan
beserta capaiannya

Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

Tahun 2023 di Badan
Pendapatan Daerah

Soft Copy dan Hard Copy

10

Rencana Aksi

Berisi tentang kegiatan, target,
waktu, penanggung jawab dan hasil
yang ingin di capai di Badan
Pendapatan Daerah

Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

Tahun 2022 di Badan
Pendapatan Daerah

Soft Copy dan Hard Copy

11

Peta Proses Bisnis (PROBIS)

Berisi tentang diagram yang

menggambarkan hubungan kerja

yang efektif dan efisien antar unit

organisasi untuk menghasilkan

kinerja sesuai dengan tujuan
endirian organisasi

Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

Tahun 2022 di Badan
Pendapatan Daerah

Soft Copy dan Hard Copy

12

TUPOKSI

SK BUPATI Nomor 90 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah

Bupati Luwu Timur

Tahun 2021 di Sekretariat
Daerah

Soft Copy dan Hard Copy

13

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berisi tentang tujuan, sasaran dan
rencana pada Badan Pendapatan
Daerah

Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

Tahun 2021 di Badan
Pendapatan Daerah

Soft Copy dan Hard Copy

14

Perjanjian Kinerja (PK)

Berisi tentang penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program
atau kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.

Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

Tahun 2023 di Badan
Pendapatan Daerah

Soft Copy dan Hard Copy

15

Rencana Starategis (RENSTRA)

Berisi tentang rencana kegiatan

embangunan dengan membuat

Kasubbag Perencanaan dan

Keuangan

Tahun 2021 di Badan

Pendapatan Daerah

Soft Copy dan Hard Copy




beberapa substansi utama, antara
lain: visi dan misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dilengkapi
dengan kegiatan pembangunan
yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing pada
Badan Pendapatan Daerah

16 SK PPID SK PPID Badan Pendapatan Daerah [Kasubbag Umum dan Tahun 2023 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
Kepegawaian Pendapatan Daerah
17 |Daftar Informasi Publik Daftar informasi publik Badan Kasubag Umum dan Tahun 2023 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
Pendapatan Daerah Kepegawaian Pendapatan Daerah
18 |Analisis Jabatan (ANJAB) Berisi tentang kegiatan Kasubbag Umum dan Tahun 2022 di Badan Soft Copy
pengumpulan, penilaian dan Kepegawaian Pendapatan Daerah
penyusunan berbagai informasi
secara sistematis yang berkaitan
dengan jabatan
19 Standar Kompetensi Jabatan Berisi tentang deskripsi Kasubbag Umum dan Tahun 2022 di Badan Soft Copy
(SKJ) pengetahuan, keterampilan dan Kepegawaian Pendapatan Daerah
perilaku bagi seorang Aparatur Sipil
Negara dalam melaksanakan tugas
jabatan
20 |Laporan Keuangan Tahun 2022 [Informasi mengenai laporan Kasubbag Perencanaan dan Tahun 2022 di Badan Soft Copy
keuangan tahun anggaran 2022 Keuangan Pendapatan Daerah
21 [Realisasi Anggaran Informasi mengenai realisasi Kasubbag Perencanaan dan [Tahun 2023 di Badan Soft Copy
anggaran Triwulan 1 Tahun 2023  [Keuangan Pendapatan Daerah
22 Daftar Aset Informasi mengenai aset Pengurus Barang Tahun 2022 di Badan Soft Copy

Pendapatan Daerah




B. Informasi Serta Merta

PENANGGUNGJAWAB BENTUK INFORMASI
NO NAMA DOKUMEN RINGKASAN INFORMASI PEMBUATAN WAKTU DAN TEMPAT YANG TERSEDIA
INFORMASI PEMBUATAN (Softcopy/Hardcopy)
1
2
3
4
5
6

Dst*




C. Informasi Setiap Saat
l
PENANGGUNGJAWAB BENTUK
NO NAMA DOKUMEN RINGKASAN INFORMASI PEMBUATAN WAKTU DAN INFORMASI
INFORMASI TEMPAT YANG TERSEDIA
PEMBUATAN (Softcopy/Hardcopy)
1 |Arsip dan Persuratan Informasi dokumen surat menyurat Kasubbag Umum dan Tahun 2023 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
Kepegawaian Pendapatan Daerah
2 |Tata cara permohonan informasi Informasi mengenai jenis layanan Kasubbag Umum dan Tahun 2023 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
dan tata cara pengaduan dan tata cara layanan kepada Kepegawaian Pendapatan Daerah
masyarakat serta tata cara
engaduan
3 Standar Pelayanan Informasi Informasi yang berisi jenis layanan, Kasubbag Umum dan Tahun 2021 di Sekretariat Soft Copy dan Hard Copy
syarat layanan dan penanggung Kepegawaian Daerah
jawab layanan
4 |Peraturan Bupati (Perbub) [nformasi yang berisi tentang Kepala Bidang Perencanaan(Tahun 2021 di Sekretariat Soft Copy dan Hard Copy
Peraturan yang dikeluarkan oleh  ldan Pengembangan Potensi |Daerah
Bupati Pendapatan Daerah
5 |Peraturan Daerah Informasi yang berisi tentang Kepala Bidang Perencanaan Tahun 2021 di Sekretariat  Soft Copy dan Hard Copy
Peraturan yang dikeluarkan oleh  dan Pengembangan Potensi | Daerah
Pemerintah Daerah Pendapatan Daerah
6  Pembuatan Surat Pemberitahuan|Untuk pembuatan SPTPD wajib Kepala Bidang Pengelolaan Tahun 2023 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
Pajak Daerah (SPTPD) Pajak membawa Berita Acara Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah
Pesanan.
7 |Realisasi Pendapatan Asli Daerah|Informasi yang berisi tentang Kepala Bidang Perencanaan Tahun 2023 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
(PAD) realisasi masing-masing objek pajak dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah
8 DrPA Berisi tentang jumlah program dan Kasubag Perencanaan Tahun 2023 di Badan Soft Copy dan Hard Copy
kegiatan serta alokasi anggaran Pendapatan Daerah
ang tersedia




Keterangan :

a.

Informasi Berkala (Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ pasal 14,15,dan 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Informasi Serta Merta (Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ pasal ,19 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Informasi Setiap Saat (Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ pasal ,21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Dst: jika kolom tidak cukup silahkan ditambahkan
Tabel diisi dengan nama seluruh dokumen yang dihasilkan, dikirim, diterima dan disimpan oleh Organisasi Perangkat Daerah peserta Bimtek.

Malili, 14 Juni 2023
KEPALA BADAN,

MUHAMMAD SAID, SE., MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 197903132005021010



LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2024

Informasi (berisi
informasi tertentuyang
akan
dikecualikan)

Dasar Hukum Pengecualian
Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik
(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu
(disebutkan jangka waktunya)

Laporan Penerimaan Pajak
Secara Rinci

Pasal 17 huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik / ITE

Berpotensi menimbulkan
pencurian data.

Berpotensi menimbulkan
kebocoran rahasia perusahaan
atau perorangan

Melindungi data-data atau
rahasia perusahaan Maupun
Perorangan

Selama data-data masih bersifat
rahasia

Pendataan dan Pendaftaran
Wajib Pajak

Pasal 17 huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik / ITE

Berpotensi menimbulkan
pencurian data.

Berpotensi menimbulkan
kebocoran rahasia perusahaan
atau perorangan

Melindungi data-data atau
rahasia perusahaan Maupun
Perorangan

Selama data-data masih bersifat
rahasia

Penetapan Wajib Pajak

Pasal 17 huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-

Berpotensi menimbulkan
pencurian data.

Berpotensi menimbulkan
kebocoran rahasia perusahaan
atau perorangan.

Melindungi data-data atau
rahasia perusahaan Maupun
Perorangan

Selama data-data masih bersifat
rahasia




Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik / ITE

Wajib Pajak

Penagihan dan Pemeriksadpagal 17 huruf c Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik / ITE

. Berpotensi menimbulkan

pencurian data.

. Berpotensi menimbulkan

kebocoran rahasia
perusahaan atau
perorangan.

Melindungi data-data atau
rahasia perusahaan Maupun
Perorangan

Selama data-data masih bersifat
rahasia

Surat Tanda Terima
Setoran PBB-P2

Pasal 17 huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik / ITE

. Berpotensi menimbulkan

pencurian data.

. Berpotensi menimbulkan

kebocoran rahasia
perusahaan atau
perorangan.

Melindungi data-data atau
rahasia perusahaan Maupun
Perorangan

Selama data-data masih bersifat
rahasia

Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang PBB-P2

Pasal 17 huruf c Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik / ITE

. Berpotensi menimbulkan

pencurian data Pribadi.

. Berpotensi terjadinya

penipuan terhadap calon
tenaga kerja.

Melindungi data perorangan

Selama data-data masih bersifat
rahasia

Pembuatan Nomor
Tranksaski Penerimaan
Daerah (NTPD)

Pasal 17 huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-

. Berpotensi menimbulkan

pencurian data.

. Berpotensi untuk terjadinya

Praktik Tindak Pidana
Perdagangan orang Pekerja
Migran Indonesia.

Melindungi data perorangan

Selama data-data masih bersifat
rahasia




Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik / ITE

Malili, 14 Juni 2024
KEPALA BADAN,
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MUHAMMAD Sz}ﬂ) SE., MM
“Pangkat : Pembina TK. I
NIP 197903132005021010




